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Abstrak 
Setiap warga negara berpotensi untuk berhadapan dengan hukum. Namun, harus 
dibedakan antara orang yang dianggap telah dewasa dan yang dapat dikategorikan 
masih anak-anak. Melihat hal ini, khususnya anak yang berhadapan dengan 
hukum, pemerintah memiliki regulasi tersendiri dalam penanganannya. Hal ini 
mengacu pada konsep keadilan restoratif, yaitu perlakuan diversi mulai dari 
penyidikan tingkat kepolisian, kejaksaan dan penanganan ditingkat pengadilan 
Negeri. Perbedaan juga terjadi tentang durasi waktu proses hukum dan hukuman 
yang akan diterima oleh tersangka pidana. Dinamika seperti ini lumrah adanya, 
melihat gejala sosial tentang ketidakpahaman apa itu keadilan restoratif dan 
diversi. Hal ini menyelimuti seluruh kompenen yang bersengketa dan sebagian 
aparatur hukum didalamnya dan juga pihak-pihak terkait yang harus terlibat. 
Maka timbulah pertanyaan gambaran pelaksanaan praktek diversi terhadap anak 
di lingkup wilayah hukum Klaten serta bagaimankah model diversi yang 
diharapkan berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bersifat 
deskriptif analisis dan berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. 
Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bagaimana realitas yang terjadi dan 
harapan atas keberlangsungan konsep keadilan restoratif melalui diversi.  
KATA KUNCI: anak berhadapan dengan hukum, keadilan restoratif, diversi.  
Abstract 
Children in conflict with the law have stages ranging from investigation, 
prosecution and court examination. Efforts to legal protection as freedom and 
human rights. As well as the various interests of the welfare of children. So that 
all children are protected is no exception of children in conflict with the law. The 
purpose of legal protection to ensure the fulfillment of children's rights in order to 
live, grow, and participate optimally in accordance with the dignity of the child, as 
well as protection from violence and discrimination, in order to realize quality of 
Indonesian children, godly noble and prosperous. Crime is a term commonly used 
in the laws of Indonesia, where the offense involves understanding do or do active 
or passive which is closely connected with the attitude and the nature of one's acts 
or omissions. The act in question contains an element or feature despicable be 
sentenced. This research is a normative research is research conducted aims to 
examine the application of the provisions of law in realizing justice.character 
descriptive analysis that leads to a sociological in District court klaten jurisdiction.  
KEY WORDS: Children in conflict with the law, restirative justice, divertion.  
 
1. PENDAHULUAN  
Perlindungan anak merupakan sebuah usaha untuk membuat suatu 
lingkungan dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
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kewajibannya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera. Perlindungan anak ini pun merupakan suatu perwujudan adanya 
keadilan dalam suatu masyarakat. Padahal anak merupakan belahan jiwa, 
gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan 
negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak 
justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi 
anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, 
diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik 
bersenjata.
1
 Perwujudan perlindungan dalam hal ini antara lain adalah 
usaha-usaha seperti pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, 
pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integratif, 
kreatif yang positif dan usaha-usaha yang tersebut tidak mengabaikan 
aspek-aspek mental, fisik, sosial anak.
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Anak adalah generasi pembaru bangsa. Anak mempunyai masa 
depan untuk membawa negaranya menjadi negara yang lebih baik, tidak 
hanya sebagai generasi penerus bangsa. Hukum yang merupakan 
seperangkat norma memiliki daya ikat dan daya laku terhadap setiap 
individu, kelompok dan status warga Negara.
3
 Di Indonesia, berdasarkan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dirumuskan 
bahwa anak adalah orang yang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 
pernah kawin. Dengan munculnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari UU No. 3 
Tahun 1997, anak dalam undang-undang tersebut dikhususkan lagi 
menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
Sebagaimana hasil pemikiran yang dikemukakan oleh Absori, 
perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, 
termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. 
Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh 
negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.
4
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keluarga, tingkat ekonomi, kebutuhan anak tersebut akan mencirikan 
bagaimana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Salah satu bentuk 
hambatannya ialah masalah anak yang berhadapan dengan hukum. 
Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian 
khusus, demi peningkatan pengembangangan perlakuan adil dan 
kesejahteraan anak tersebut. Karena dalam hal ini, seorang anak dianggap 
masih terus tumbuh dan berkembang dan diharapkan tidak mengulangi 
segala bentuk tindak pidana yang telah ia lakukan. Sehingga dibutuhkan 
suatu bentuk keadilan bagi anak untuk dapat memenuhi hal tersebut diatas. 
Saat ini tengah berkembang suatu konsep baru yang dianggap memenuhi 
rasa keadilan secara menyeluruh. Konsep tersebut dikenal dengan 
pendekatan Restorative Justice atau dalam bahasa Indonesia dikenal 
sebagai Keadilan Restoratif. Dalam pendekatan tersebut, dilihat dari sisi 
hukum pidana, restorative justice tidak hanya membebankan pada saksi 
pidana yang diterima oleh pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada posisi 
korban. Dimana saat terjadi suatu tindak pidana yang menerima dampak 
langsung sebenarnya bukanlah negara, melainkan korban dan/atau 
keluarga korban. Pendekatan restorative justice adalah sebuah konsep 
pemikiran yang merespon pengembangan sistem hukum pidana dengan 
menitikberatkan pada kebutuhan dari masyarakat dan korban yang merasa 
disisihkan dengan hukum pidana yang ada sekarang ini. 
Sebelum adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, sudah 
terdapat kesadaran diantara para penegak hukum untuk melaksanakan 
pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara yang berkaitan 
dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut tercermin dari 
peraturan-peraturan yang tersebut diatas. Ketentuan mengenai diversi ini 
sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, yang baru 
akan berlaku di bulan Juli 2014. 
Kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana penjara) terhadap 
anak nakal (delinkuen) menunjukkan adanya kecenderungan bersifat 
merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang. Kecenderungan 
bersifat merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa 
stigma.
5
 Kecenderungan sifat merugikan ini karena model peradilan 
pidana terhadap anak menggunakan model peradilan retributif, dan tidak 
menggunakan model peradilan restoratif.  
Wacana peradilan restoratif tampak masih menjadi masalah karena 
masih terdapat ketidakjelasan tentang dasar hukum yang dijadikan acuan 
sebagai dasar pijakan pembenaran implementasi peradilan restoratif. 
Namun demikian berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik terdapat 
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 dikembalikan kepada orang tuanya; 
 diselesaikan secara kekeluargaan/perdamaian atau non-litigasi. 
Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan 
restorative justice pada dasarnya terfokus pada upaya mentransformasikan 
kesalahan yang dilakukan pelaku dengan upaya perbaikan, termasuk di 
dalamnya perbaikan hubungan antara pihak yang terkait dengan peristiwa 
tersebut. Sebelum pendekatan restorative justice berkembang, para aparat 
hukum telah memiliki wewenang yang disebut dengan diskresi. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diskresi adalah 
kewenangan dari aparat hukum dimana mereka berhak untuk meneruskan 
atau tidak meneruskan suatu perkara. Untuk menangani permasalahan 
anak yang berhadapan dengan hukum, setiap aparat hukum harus memiliki 
kewenangan diskresi. 
Untuk dapat diberlakukannya diskresi, diversi, dan restorative 
justice, maka harus terlebih dulu diketahui mengenai siapa-siapa saja aktor 
yang berfungsi untuk melaksanakan ketiga hal tersebut. Terdapat empat 
komponen sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat 
sub sistem ini harus bekerja sama secara terpadu dalam menyelesaikan 
kasus-kasus pidana yang terjadi.  
Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan 
anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup 
besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang 
diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan 
memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan 
anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses 
tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin 
profesional dalam melakukan tindak kejahatan.
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Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan 
perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik 
dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk 
menyelamatkan anak bangsa. Dalam penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum dengan pendekatan Diversi dan keadilan restoratif, perlu 
ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, 
Hakim), Advokat, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), petugas 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), petugas Rumah Tahanan (RUTAN), 
Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian 
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Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak 
yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain 
untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.  
Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara 
tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang 
dilaksanakan dengan cara pengalihkan (Diversi). Restorative Justice 
merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam 
pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan 
secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran 
demi kepentingan masa depan, sedangkan Diversi adalah suatu pengalihan 
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar 
peradilan pidana. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma 
baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh 
seorang anak. Sehingga peran dari Kepolisian sangat penting dalam 
penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan Hukum karena 
penanganan perkara pidana awalnya di lakukan penyelidikan oleh pihak 
Kepolisian sehingga diharapkan dapat melakukan konsep Diversi dalam 
menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun 
apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep Diversi 
tersebut maka Pihak Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang diharapkan 
dapat melakukan Konsep Diversi tersebut. 
Adapun fokus penelitian ini ditijukan rumusan masalah mengenai:  
1. Bagaimanakah gambaran pelaksanaan praktek diversi terhadap anak 
di lingkup wilayah hukum Klaten? 
2. Bagaimankah model diversi yang diharapkan berkaitan dengan 
konsep perlindungan anak? 
 
2. METODE  
Penelitian tentang Anak dan perlindungan hukumnya ini merupakan 
suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis 
sosiologis. Peninjauan hukum sebagai sebuah sistem yang bersifat mandiri, 
tertutup dan terlepas dari sendi-sendi kemasyarakatan nyata dan mencuat 
kepermukaan dengan melanggar norma tidak pantas disebut dengan 
hukum. Berangkat pada landasan diatas, penulis melakukan fokus kajian 
penerapan norma dan kaidah hukum positif.
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Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah 
serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 
sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data 
primer dengan dukungan data sekunder. Data primer adalah data yang 
diperoleh dari masyarakat secara langsung atau diperoleh dari aparat 
penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. 
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Penelitian kepustakaan ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas 
hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap 




Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mana melalui 
penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal 
perlindungan Anak dan perlindungan hukumnya serta berbagai faktor yang 
mempengaruhinya, yang pada akhirnya akan ditemukan solusi dalam 
mengatasi masalah-masalah yang timbul. 
Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, selain 
melakukan riset mendalam untuk memperoleh data primer, maka penulis 
akan melakukan berbagai penelitian kepustakaan untuk memperoleh data 
sekunder yang bersumber dari: 
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara 
lain: 
 Undang-undang Dasar 1945; 
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 
 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 
 Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten perkara No: 
3/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Kln  
 Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten perkara No: 
01/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Kln  
 Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten perkara No: 
2/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Kln 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang akan memberikan 
penjelasan tentang bahan hukum primer, terdiri dari : 
 Berbagai tulisan pakar hukum pidana tentang anak dan perlindungan 
hukumnya yang dituangkan dalam bentuk buku, paper/makalah serta 
tulisan-tulisan ilmiah lainnya; 
 Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum lainnya, berupa bahan dan 
naskah hukum yang dapat merujuk pada kejelasan terhadap poin-
poin yang termuat pada primary resource maupun pada secondary 
resource  yang diunduh pada laman dunia maya (internet).
10
 
Penelitian terhadap anak dan perlindungan hukumnya ini mengambil 
lokasi dibeberapa institusi Negara dilingkup wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Klaten. 
 
                                                          
9
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan 
Singkat’. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 14. 
10
Ibid, hlm. 165. 
 7 
3. PEMBAHASAN  
Keberadaan setiap hukum termasuk nilai-nilai moral adalah berbeda, 
bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum 
dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa 
(volksgeist).
11
 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan 
negara hukum juga menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, 
termasuk perlindungan terhadap hak anak meliputi hak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanat-kan dalam Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Jaminan perlindungan hak anak ini dikuatkan melalui ratifikasi 
konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak 
Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang 
Hak-Hak Anak). Perlindungan ini juga dituangkan dalam Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Kesemuanya ini mengandung prinsip-prinsip 
perlindungan anak yaitu perlakuan bebas dari diskriminasi, kelangsungan 
hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak, 
penghargaan terhadap pendapat anak serta perlindungan atas perampasan 
kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Sehingga untuk 
memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan analisis 
mekanik-positivistik yang dilihat secara linier dan mekanik. dengan 
perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas 
hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi 
normatif yang sangat sederhana. Kebenaaran koherensi yang ditampilkan 
dalam teori hukum ini, anthropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, 
managerial dan lain-lain bukan merupakan hukum. Batas antara oder dan 




3.1 Gambaran Pelaksanaan Praktek Diversi Terhadap Anak Di 
Lingkup Wilayah Hukum Klaten 
Sehubungan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut di 
atas, maka dalam sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system), 
maka polisi sebagai institusi formal yang pertama kali melakukan 
penanganan, sangat menentukan apakah anak akan dibebaskan atau 
diproses lebih lanjut pada tingkat tingkat kejaksaan, dan selanjutnya pada 
tingkat kedua, yaitu jaksa juga akan menentukan apakah anak akan 
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dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Terakhir adalah Pengadilan 
Anak, akan menentukan pula apakah anak akan ditempatkan dalam 
pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi 
penghukuman. Kesemuanya diatur dalam perundang-undangan sebagai 
wujud konstitusi yang nyata. Hukum positivisme tentu saja juga dikenal 
sebagai legisme Tentu saja. Kursus ini menyandingkan hukum dengan 




Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada setiap tingkatan 
penanganannya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan), maka pendekatan 
kesejahteraan harus dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan 
terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini 
didasari 2 (dua) faktor yaitu:  
1) Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah 
diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan 
hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak 
dengan orang dewasa  
2) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih 
mudah dibina dan disadarkan.  
Dasar filosofis seperti diuraikan di atas hendaknya selalu dijadikan 
pertimbangan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, 
karena dewasa ini, sering terdengar bahkan menyaksikan sendiri anak 
yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disingkat ABH) baik yang 
melibatkan anak sebagai korban, maupun pelaku tindak pidana.  
Penempatan anak bersama dengan warga binaan dewasa akan 
berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik 
maupun psikis oleh karena itu diperlukan adanya alternatif lain agar anak 
yang berhadapan dengan hukum dapat lebih diminimalisir penanganan 
perkaranya sampai ke pengadilan yang pada akhirnya menempatkan anak 
bersama dengan warga binaan dewasa karena keterbatasan Lembaga 
Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia. Merujuk pada prinsip 
perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak 
maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme 
pidana atau biasa disebut diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(selanjutnya disebut UU SPPA).  
Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, ditentukan bahwa diversi hanya 
dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana 
(residive). Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi 
pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak 
                                                          
13
 Absori, et.al. 2017, Morality And Law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm 
Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 
1, January 2017. Hal 24.  
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tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-
program diversi.  
Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak terutama 
anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak dalam situasi khusus 
yang membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus. Karena itu 
diperlukan UU yang mengatur secara khusus mekanisme penanganan anak 
yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan 
hukum.   
Sehubungan kewenangan yang dimiliki polisi, maka dalam 
penanganan ABH, aparat kepolisian dapat melakukan atau menggunakan 
kewenangan diskresi dari pada harus melanjutkan proses hukumnya. 
Dalam hal ini dikenal dengan istilah diskresi kepolisian, yang merupakan 
kewenangan polisi untuk meng-hentikan penyidikan perkara dengan 
membebaskan tersangka ataupun melakukan pengalihan (diversi), dan 
tujuannya agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. 
Sebagaimana yang tertuang pada Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Klaten perkara No: 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN Kln, Aparat kepolisian 
dalam proses penyidikan berhasil melakukan diskresi.  
Di Indonesia aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi, 
seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang 
menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri. Salah satu kewenangan diskresi ini adalah melalui 
tindakan diversi dan tentunya tindakan diversi yang dilakukan tidak boleh 
melanggar aturan hukum yang berlaku.  
Berdasarkan ketentuan ini, maka kepada aparat kepolisian diberikan 
kewenangan khusus (diskresi) untuk melakukan pengalihan (diversi) yang 
menjauhkan ABH dari proses peradilan formal, penahanan ataupun 
pemenjaraan. Program diversi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam 
cara, antara lain adalah dengan menempatkan ABH di bawah pengawasan 
badan-badan sosial tertentu guna membantu anak tersebut memecahkan 
masalah yang dihadapinya.  
Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia 
yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan 
ABH, tetapi merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 
2 Tahun 2002, maka penanganan ABH tidak seharusnya dilakukan dengan 
mengikuti sistem peradilan pidana formal. Dengan kata lain bahwa, sesuai 
kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan ABH, aparat 
kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan 
pengalihan (diversi) di luar dari sistem peradilan pidana formal. 
Serangkaian tindakan penyidikan dilakukan guna dijadikan berkas perkara 
untuk dapat diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum dalam 
persidangan, tetapi proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum hendaknya dibedakan dengan proses peradilan pidana 
umum mengingat kondisi psikologis anak yang belum memadai dan perlu 
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mendapat perlindungan dari pemerintah. Kaitan hal ini, proses tersebut 
tersemat pada kasus Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
yang ditemukan oleh penulis pada nomor perkara Penetapan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri Klaten perkara No: 01/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Kln. 
Bahwa sementara kewenangan yang serupa dihubungkan dengan jaksa 
dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim 
dikenal sebagai oportunitas. Penanganan anak yang berkonflik dengan 
hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik 
dengan hukum yang belum mengedepankan kepentingan dan 
kesejahteraan anak. Jaksa berhasil melakukan diversi setelah mengalami 
kebuntuan pada tahap penyeselsaiannya ditingkat kepolisian.   
Salah satu keunggulan dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah diperkenalkannya konsep keadilan 
restorative melalui diversi. Keadilan restorative adalah upaya dari semua 
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu untuk secara 
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban 
untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan 
korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, 
rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. 
Ketentuan tentang diversi tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 6 
sampai dengan Pasal 14. Karena itu, diversi menjadi bagi terpenting yang 
dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses 
peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang 
berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam 
lingkungan sosial secara wajar. Secara singkat diversi adalah proses 
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses 
peradilan pidana. Diversi bertujuan: mencapai perdamaian antara korban 
dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab 
kepada Anak. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan 
kecuali pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi.  
Khusus untuk tindak pidana ringan dengan nilai kerugian korban, 
diversi yang dilalukan juga perlu mempedomani Peraturan MA No 2 
Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidan Ringan yang 
menetapkan batasan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00.  
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, diversi dapat dilakukan 
pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Diversi pada tahap pemeriksaan di 
Pengadilan diatur secara khusus dalam Peraturan MA No 4 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Hal ini dibuktikan oleh Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana 
tertuang dalam penetapannya Ketua Pengadilan Negeri Klaten perkara No: 
2/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Kln. Hakim pengadilan Anak 
mempertemukan seluruh pihak yang bersengketa dan beberapa organ-
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organ pendukung lainnya untuk duduk bersama menyelesaikan kasus 
tersebut. Meskipun kasus tersebut sempat tidak membuahkan hasil pada 
proses di kepolisian dan kejaksaan karena belum ada titik temu diantara 
pihak yang bersengketa.  
Dalam Peraturan MA tersebut, diversi dapat dilakukan apabila anak 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 
7 tahun ataupun apabila anak tersebut juga didakwa dengan dakwaan lain 
dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dengan model dakwaan 
alternative, subsidiaritas, kumulatif, ataupun gabungan. Pada intinya, 
diversi dalam Peraturan MA ini menitik beratkan jika dalam dalam salah 
satu dakwaan ada perbuatan yang diancam dengan pidana kurang dari 7 
tahun, maka anak berhak untuk mendapatkan proses diversi.  
Pada dasarnya Peraturan MA memiliki kesesuaian dengan konsep 
diversi yang diatur dalam UU SPPA yaitu menitikberatkan pada 
kesepakatan/perjanjian antara pelaku dengan korban. Perbedaannya 
hanyalah bahwa kesepakatan diversi tidak boleh bertentangan dengan 
hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat 
hal-hal yang tak mungkin dilaksanakan anak atau memuat itikat tidak baik.  
Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib 
diberikan pendampingan. UU SPPA mensyaratkan agar setiap anak yang 
berkonflik dengan hukum untuk medapatkan pendampingan. UU SPPA 
menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif dan 
memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak.  
Sesuai hasil penelitian, didapatkan bahwa pada lingkup Pengadilan 
Negeri Klaten telah melakukan upaya diversi sebagaimana diamanatkan 
dalam undang-undang. Baik yang berhasil ditingkat penyidikan 
Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kesemuanya diakhiri dengan 
penetapan putusan oleh hakim pengadilan meskipun dalam proses di 
Kepolisian dan Kejaksaan, tersangka tidak harus menghadap Hakim yeng 
mengeluarkan penetapan tersebut. Banyak sebab yang mengakibatkan 
proses diversi ini tidak berhasil ditingkat sebelum Pengadilan, mulai 
keengganan pihak korban untuk berdamai, kedua belah pihak kurang 
mengetahui bahwa proses ABH berbeda dengan sistem pemidanaan pada 
umumnya. Yang lebih parah lagi jika hal tersebut terbentur pada 
permasalahan ganti rugi atau uang santunan dari tersangka ABH kepada 
pihak korban.  
 
3.2 Konsep Diversi Yang Diharapkan Berkaitan Dengan Konsep 
Perlindungan Anak 
Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus 
menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversi) atau menggunakan 
hukum pidana (sarana penal), tetapi keduanya dapat dilakukan secara 
berurutan, yaitu mengutamakan diversi (jika memenuhi persyaratan 
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diversi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem 
peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan 
pidana untuk penyelesaian perkara pidana  dapat berdampak buruk bagi 
anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau 
labelisasi), dan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk di lembaga 
pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak di 
luar LAPAS, bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius 
akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan 
penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi.  
Dalam paradigma sistematik atau aliran hukum positif berpandangan 
bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan hukum 
lahir dari manusia sendiri yang berdasarkan ketentuan untuk memisahkan 
antara hukum dan moral. Aliran positivisme berangkat dari cara 
mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan 
ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan 
jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan 
legalitas hukum.
14
 Para ahli di bidang psikologi, hukum, etimologi 
kriminal, kriminologi, pendidikan, dan penologi selalu mencari jalan 
terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat, dan mewacanakan 
pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemikiran untuk 
mengurangi kelemahan teori pemidanaan retributif, teori prevensi maupun 
teori gabungan. Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang 
mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, 
korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam 
rangka pemulihan keadaan masing-masing.   
Konsepsi pemikiran keadilan restoratif (restorative justice) menjadi 
salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak 
perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan 
juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, 
perbuatan curang penipuan ringan), maupun anak-anak. Bahkan di 
beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga 
diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif 
adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan cara menyeimbangkan 
antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan 
konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang 
berbeda di negara yang berbeda. 
 Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib 
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya 
mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika 
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 Absori, et.al, 2017, Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya Untuk Menuju Hukum 
Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematik Ke Non-Sistematik Charles Sampford). 
Prosiding Konferensi Nasional Ke- 6Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA). Sulawesi Selatan, 8-9 September. Hal 108 
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terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. bahwa kesadaran 
masyarakat bahwa anak-anak pelaku tindak pidana perlu diperlakukan 
khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak 
penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889. 
Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran 
berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang 
bersifat restitutif (pembalasan) kemudian ditandingi menjadi teori prevensi 
(tujuan), kemudian muncul teori gabungan, dan akhirnya berkembang 
pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan 
restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda 
dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan 
maupun mekanisme pencapaiannya. Keadilan retributif lahir sebagai 
reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. Untuk 
mengatasi keadaan tersebut, upaya penyelesian sengketa di luar 
Pengadilan merupakan alternatif pilihan yang tepat dan bijaksana. 
Penyelesaian sengketa dengan model ini merupakan konsep penyelesaian 




Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana 
merupakan fenomena yang mendunia karena masyarakat semakin 
menyadari bahwa perlu ada perubahan yang radikal menyangkut 
penanganan ABH. Sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada 
keadilan retributif dan restitutif memberikan kewenangan penuh kepada 
para penegak hukum tanpa memberikan kesempatan kepada ABH, 
maupun korbannya untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka 
inginkan. Derajat keadilan bagi korban ditentukan dengan memberikan 
hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini menjadi salah satu faktor 
meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh ABH karena 
dipenjara mereka justru dapat mempelajari kejahatan yang belum pernah 
mereka lakukan sebelumnya dari penghuni penjara lainnya.  
Penanganan ABH melalui tindakan diversi sebagai upaya untuk 
mewujudkan keadilan, walaupun menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. 
Arief Sidharta16 dikatakan bahwa keadilan adalah suatu yang sukar 
didefinisikan, tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang tidak 
dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang 
menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Berhukum 
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 Absori, A. Hamdi, 2016, Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian 
Sengketapencemaran Lingkungan (Studi Kasus Di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten 
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Sebenarnya ukuran nilai keadilan dapat dilihat dari dua aspek. Selain 
aspek idealnya, nilai keadilan mempunyai aspek empiris, artinya bahwa 
ukuran nilai keadilan dalam konteks hukum (aspek ideal) harus dapat 
diaktualiasasikan secara konkrit menurut manfaatnya (aspek empiris). 
Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan, maka keadilan dapat 
dipandang menurut konteks empiris.
18
 Berdasarkan pendapat ini, maka 
dapat dikatakan bahwa ukuran untuk mengatakan bahwa suatu tindakan 
telah memenuhi nilai keadilan, tidak dapat diukur hanya mengacu pada 
ketentuan undang-undang, melainkan harus diukur pula berdasarkan nilai 
keberlakuannya dalam masyarakat.  
Perlu untuk dukungan dari Aparat yang memadai baik dari lingkup 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pekerja Sosial Profesional dan 
juga Tenaga kesejahteraan Sosial, karena dengan Aparat yang memadai 
maka dapat untuk bekerja lebih cepat dan efektif, tidak seperti yang 
sekarang ini terjadi bisa satu Aparat menangani beberapa perkara ABH 
yang berbeda tempat sehingga ditinjau dari segi waktu dan penangannya 
sangat tidap bisa optimal. 
Mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun Diklat secara Khusus 
kepada semua Aparat / pegawai yang menangani perkara ABH dansetiap 
aparat yang ada diharapkan mempunyai sertifikasi terhadap bidang tugas 
yang diemban sehingga dalam melaksanakan tugas akan dapat 
menyelesaikan tugas dengan baik dan berkwalitas sehingga apa yang 
menjadi tujuan untuk yang terbaik bagi kepentingan Anak akan tercapai, 
lebih-lebih dewasa ini Aparat penyidik dari Polsek sebagai Garda depan 
penanganan perkara-perkara pidana ABH yang juga mempunyai 
kewenangan untuk melakukan Diversi namun tidak dibekali dengan Ilmu 
yang memadai dan jarang untuk diikutkan dalam pelatihan-pelatihan 
ataupun Diklat sehingga langka bagi mereka yang bersertifikasi begtitu 
pula bagi Aparat Kejaksaan maupun para Hakim yang ada.  
Idealnya bahwa ditiap kota kabupaten telah didirikan Kantor Balai 
Pemasyarakatan, LPKS, Tempat-tempat untuk Rehabilitasi, Kantor 
Pekerja Sosial Profesional dan Kantor Tenaga Kesejahteraan Sosial dan 
lain-lain prasarana untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2012. Pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya 
perlindungan bagi Anak Yang berhadapan dengan Hukum sebagai 
generasi Penerus dan penyelesaian Perkara  melalui Restoratif Justice 
dengan cara pelaksaan diversi adalah penyelesaian yang terbaik terhadap 
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 Absori, 2017, Pemikiran Hukum Transendental Dalam Konteks Pengembangan Ilmu 
Hukum Indonesia dalam Transedensi Hukum: Prospek Dan Implementasi. Genta 
Publishing, Yogyakarta. Hal 1 
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 Manulang, E. Fernando. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum 
Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Hal 100 
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Anak yang berhadapa dengan Hukum dan pemidanaan bukanlah solusi 
terbaik yang dijatuhkan kepada Anak.  
Dari uraian tersebut diatas maka diharapkan bahwa Penegakan 
Hukum dalam suatu Negara akan dapat efektif dan berhasil dan hal 
tersebut sejalan dengan Teori Lawrence M. Friedman dimana akan dapat 
berhasil tidaknya Penegakan Hukum di Suatu Negara Tergantung pada 3 
(tiga) unsur sistem Hukum yaitu  1. Struktur Hukum (structure of law), 2. 
Substansi hukum (substance of law) dan budaya hukum (culture of law) 
dan ditambah Dampak hukum (Impact of law) ; 
Pelaksanaan konsep keadilan restorasi pada dasarnya mengandung 3 
(tiga) prinsip pokok, yaitu: pertama, bahwa keadilan membutuhkan orang-
orang yang dapat bekerjasama untuk memulihkan orang-orang yang telah 
menderita, kedua, bahwa yang terlibat secara langsung dan yang terkena 
kejahatan harus memiliki kesempatan berpartisipasi penuh untuk merespon 
jika diperlukan, dan ketiga, bahwa peraturan perundang-undangan adalah 
untuk melindungi kepentingan publik, masyarakat yang membangun serta 
memelihara perdamaian. Konsep restorative justice sebagai upaya 
penyelesaian konflik dan sekaligus penyembuhan antara pelaku dan 
korban. Caranya adalah dengan mempertemukan atau mengenalkan pelaku 
dalam satu forum dengan korban ataupun keluarganya untuk 
menumbuhkan empati di kedua belah pihak. Di Indonesia, seorang 
pembunuh yang terbukti bersalah dimasukkan ke lembaga 
pemasyarakatan. Persoalannya selesai sampai di situ, sementara perasaan 
keluarga korban sendiri dan perasaan pelaku bila melihat derita korban 
sama-sama tidak tahu. Selain itu, kemungkinan besar pelaku yang sudah 
dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan akan berbuat serupa bila nanti 
keluar penjara. Dengan konsep restorative justice ini, diharapkan pelaku 
paham dan sadar bahwa akibat per-buatannya telah membuat orang lain 
menderita dan pihak korban tidak lagi menyimpan rasa dendam.  
Sebenarnya di Indonesia banyak hukum adat konsep keadilan 
restorasi (restorative justice) yang dapat diadopsi, namun keberadaannya 
kurang diakui atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Paktanya 
hukum adat dapat menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan 
memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Oleh sebab itu, 
berkembanglah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem 
peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam 
menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam 
konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap 
saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan 
baru bagi keluarga dan sebagainya. Maka, sebagaimana diungkapkan 
Absori, bahwa pilihan model penyelesaian tidak melalui jalur pemidanaan 
pada umumnya merupakan pilihan bijaksana. Absori
19
 menyatakan 
                                                          
19
 Absori, et.al, 2008, Model penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga 
alternatif lain. Mimbar Hukum Vol 2 Nomor 2 Juni 2008. Hal 377  
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disinilah akan memperoleh cara pandang terhadap penyelesaian kasus 
yang tadinya sengketa dianggap habis-habisan (zero sum) berubah kearah 
bahwa penyelesaian sengketa adalah sama-sama (win-win solution). 
Mengingat juga perlakuan terhadap anak berbeda dengan orang dewasa.  
 
4. PENUTUP  
Setiap tingkatan pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan sampai 
dengan pemeriksaan di persidangan, tetapi proses penerapan diversi ini 
tidak terlepas dari peran keluarga, pihak sekolah dimana sebagian besar 
waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah serta lingkungan sosial 
masyarakat. Hal ini disebabkan karena tumbuh kembang anak setelah 
selesainya proses hukum yang melibatkan anak juga turut dipengaruhi oleh 
penerimaan dari lingkungan sekitar. Kasus ABH yang dibawa dalam 
proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itupun harus selalu 
mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses 
penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak 
hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui 
mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk 
penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi atau restorative 
justice yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan 
dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga 
tertentu, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak 
boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat 
terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem 
peradilan yang kondusif.  
Untuk dapat lebih memaksimalkan penerapan diversi sebagai 
perwujudan keadilan restoratif maka menurut hemat penulis diperlukan 
adanya komitmen yang kuat dari para penegak hukum dalam menangani 
ABH. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus dalam 
penanganan ABH dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yang mana tim ini 
harus diberi pendidikan dan pelatihan sertifikasi secara optimal dan 
berkesinambungan mengenai penerapan diversi. Pendidikan dan pelatihan 
ini tidak hanya diberikan kepada Hakim Anak yang menangani perkara 
tetapi juga diberikan kepada Penyidik serta Penuntut Umum karena proses 
diversi wajib dilakukan di tiap tingkatannya. Selain itu juga disaran-kan 
agar guru bimbingan konseling yang ada di sekolah mendapatkan 
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